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ABSTRAK 

 Komponen penting penunjang anggaran pendapatan negara adalah perpajakan. Karena 

masyarakat memandang pajak sebagai beban, pembayar pajak terus-menerus berupaya 

mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Namun, dalam proses mencapai 

tujuan ini, mereka menjadi rentan terhadap aktivitas penipuan sebagaimana penggelapan 

pajak. Tingginya masalah di Indonesia perihal penggelapan pajak mempengaruhi sudut 

pandang wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Riset berikut betujuan guna 

mengetahui pengaruh teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, diskriminasi pajak dan 

tarif pajak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Populasi pada riset 

berikut yakni semua wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Bandar 

Lampung I. Teknik penentuan sampel memakai simple random sampling, sebanyak sampel 

100 individu. Sumber data asalnya dari data primer. Penentuan data dilakukan melalui 

kuisioner. Metode analisis data memakai analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS 

versi 18. Hasil studi berikut memaparkan bahwasanya secara individual teknologi dan 

informasi berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal  etika penggelapan pajak. 

Kualitas pelayanan dan diskriminasi pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak 

perihal etika penggelapan pajak sementara tarif pajak tidak berdampak pada perspektif 

wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. 

Kata Kunci: Teknologi dan informasi; kualitas pelayanan; tarif pajak; diskriminasi pajak; 

penggelapan pajak. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, penunjang kesejahteraan masyarakat, 

dan berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkannya. Pada tahun 2022, Kementerian 

Keuangan melaporkan pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun, melampaui target 

sebesar Rp2.266,2 triliun (115,9%). Dibandingkan tahun 2021, penerimaan negara 

meningkat 30,6% dari Rp 2.011,3 triliun.  
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Pendapatan tahun 2022 mayoritas sebesar Rp1.716,8 triliun (65,37%) berasal dari pajak, 

naik 34,3% dibanding 2021 yakni 19,3%  (Kementerian Keuangan, 2023). Perolehan pajak 

meningkat secara signifikan, baik dari segi kontribusi ataupun jumlahnya terhadap total 

penghasilan negara (Dino dan Nurdiawansyah, 2023). Meskipun terjadi peningkatan, 

masyarakat masih belum melihat manfaat optimal dari pajak tersebut (Rifani et al., 2019), 

dan hal tersebut menandakan bahwasanya masih banyak potensi pajak yang belum 

dimaksimalkan (Miniawati et al., 2018). Sehingga dapat menimbulkan keengganan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). 

 

Pajak menciptakan hubungan keuangan sepihak, dimana salah satu pihak membayar tanpa 

menerima jasa langsung sebagai imbalannya. Hal tersebut bisa menimbulkan wajib pajak 

mencari cara guna meminimalisir tanggungan pajaknya, termasuk penggelapan pajak yang 

didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:11) sebagai upaya untuk menurunkan kewajiban 

perpajakan melalui tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Meskipun idealnya 

pelanggaran pajak dianggap tidak etis, pemimpin yang memanfaatkan uang pajak untuk 

kepentingan pribadi dan peraturan yang dianggap tidak adil oleh wajib pajak dapat 

menjadikan mereka menganggap penggelapan pajak sebagai sesuatu yang wajar. 

Penggelapan pajak itu sendiri merupakan fenomena ekonomi yang signifikan (Gamannossi 

degl’Innocenti & Rablen, 2020).  

 

Seperti halnya terjadinya kasus fenomena penggelapan pajak di Indonesia, yang terlihat 

dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat DJP, yang dugaannya memperoleh 

gratifikasi senilai $90.000 lewat perseroan konsultan pajak miliknya (Kompas.com, 2023). 

Kasus lainnya yakni pada 11 Januari 2023, Kejaksaan Metro menetapkan tiga tersangka 

kasus penggelapan pajak: Alizar (Jinggo), mantan anggota DPRD Metro (2014-2019), 

Direktur CV KTP (Karya Timur Perkasa), Sonny Febrian Kusuma, dan Karlena diduga 

memfasilitasi pembayaran pajak penghasilan. Negara rugi Rp130 juta, dan tersangka ketiga 

dijerat pasal tata cara perpajakan dalam UU No.6/1983, dirubah dengan UU No.16/2009 

(Lampost.com, 2023). Keterlibatan orang-orang yang berpengaruh dalam kasus 

penggelapan pajak memberikan dampak serius terhadap citra perpajakan, menggoyahkan 

kepercayaan masyarakat pada integritas sistem dan menimbulkan keraguan terhadap 

penegakkan hukum di sektor pajak. 
 

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Melaporkan SPT pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 

Tahun 2019-2021 

 

Keterangan Tahun  

2019 2020 2021 2022 

WPOP Terdaftar 149.651 181.034 188.787 197.688 

SPT diterima 38.619 42.263 51.932 54.241 

Realisasi 36.987 47.523 50.242 52.100 

Ketidakpatuhan 96% 112% 97% 96% 

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung 1 

 

Table 1 memberikan informasi bahwa tahun 2019-2022 selalu mengalami penambahan 

jumlah wajib pajak setiap tahun. Naiknya jumlah wajib pajak belum disertai kepatuhannya 

mereka pada pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Hal ini dapat menandakan 

bahwa adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan WPOP nampak dari fluktuasi 

persentase ketidakpatuhan yang ada di KPP Pratama Bandar Lampung Satu.  
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Ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi karena melemahnya kepercayaan wajib pajak 

terhadap pemerintah karena adanya persepsi yang berbeda-beda terhadap etika 

penggelapan pajak (Dhanayanti & Suardana, 2017). Adapun aspek yang berdampak pada 

Perspektif wajib pajak perihal etika Penggelapan Pajak ialah perkembangan Teknologi & 

Informasi, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Diskriminasi Pajak. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

Teori berikut ialah hasil perkembangan teori besar dalam kajian sikap, keyakinan, serta 

perilaku yang disebut Theory of Reasoned Action yang dipaparkan Fishbein dan Ajzen 

tahun 1975. Pada 1991, Ajzen memperluas TRA (Theory of Reasoned Action) menjadi 

TPB (Theory of Planned Behavior), guna tujuan memaparkan korelasi antara perilaku yang 

dihasilkan seseorang dalam merespon suatu hal. TPB menjelaskan, tindakan yang 

dijalankan seseorang didasarkan pada niatnya. Tiga hal yang berdampak pada perilaku 

seseorang ialah keyakinan normatif, keyakinan perilaku, serta keyakinan pengendalian. 

 

Pajak 
UU. No. 16 Tahun 2009, pajak ialah iuran wajib  terutang oleh perseorangan atau instansi 

hukum kepada negara, yang diwajibkan oleh UU tanpa imbalan langsung, serta dipakai 

guna kepentingan bangsa demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. 

 

Wajib Pajak. 

Pasal 1 UU No.16/2000 mengartikan Wajib Pajak sebagai perseorangan atau lembaga 

hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemungut dan Pemotong Pajak, yang memiliki kewajiban 

dan hak membayar pajak berdasarkan ketetapan UU Perpajakan. 

 

Penggelapan Pajak  
Penggelapan pajak (tax evasion) ialah sebuah perbuatan wajib pajak yang berupaya 

meminimalisir pajaknya dengan melakukan pelanggaran peraturan lantaran diyakini bisa 

memperkecil penghasilan atau kinerja perekonomiannya. Hal ini berkontribusi terhadap 

tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia (Aji et al.,2021). (Hutchinson, 

2019)Penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan suatu 

negara, yang mengakibatkan individu tersebut melaporkan penghasilan kena pajak yang 

lebih sedikit dan akhirnya membayar pajak yang lebih sedikit. 

 

Teknologi dan Informasi  
(Sinaga et al., 2021) mendefinisikan teknologi dan informasi sebagai pemanfaatan 

pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan melalui modernisasi, 

penyederhanaan pembayaran dan pelaporan, yang diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi perpajakan terus ditingkatkan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak (WP), mempermudah 

pelaporan, dan meningkatkan efisiensi. Untuk proses perpajakan yang optimal, wajib pajak 

harus memahami dan menerapkan teknologi ini (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). 
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Kualitas Pelayanan Pajak 

Kualitas mengacu pada model apa pun yang dapat disesuaikan dengan derajat, kadar, mutu 

atau taraf. Pelayanan ialah sebuah tindakan dan prosedur khusus yang harus segera 

dilaksanakan (Triono et al., 2022).Pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak adalah 

bantuan aparat pajak yang bersifat publik tanpa tujuan keuntungan. Layanan berkualitas 

tinggi dapat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang wajib dan membatasi 

penggunaan undang-undang yang melanggar hukum (Sondakh et al., 2019). 

 

Tarif Pajak 

Tarif pajak ialah jumlah yang wajib dibayar WP berdasarkan penghasilannya (Wardani et 

al., 2020). Dan bersumber (Sari dkk., 2021), tarif pajak ialah pedoman pemungutan pajak 

seperti persentase yang ditentukan pemerintah atas subjek pajak sebagai tanggungan wajib 

pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggelapan 

pajak (Silvya, 2020).  

 

Diskriminasi Pajak 

Diskriminasi bersumber KBBI ialah perlakuan beda pada sesama individu pada suatu 

negara (sesuai golongan, ras, ekonomi, suku, agama, dsb). Diskriminasi perpajakan 

menyebabkan wajib pajak menghindari tanggung jawab perpajakannya. Ketika 

diskriminasi pada pajak meningkat, tax evasion biasanya dirasa etis (Suryaputri & Averti, 

2019). 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika Penggelapan Pajak. 

Untuk memenuhi kebutuhan seluruh wajib pajak dalam memproses pajaknya, pemerintah 

berupaya mengembangkan teknologi informasi. Persepsi wajib pajak dan teknologi 

informasi pada penggelapan pajak saling berkaitan, dan implementasi teknologi pajak 

terkini yakni mengoptimalkan layanan dengan tujuan mempermudah tiap wajib pajak 

dalam mematuhi tanggungan pajaknya. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal 

akan mendorong transparansi dan keterbukaan program di daerah yang terdapat risiko 

penggelapan pajak, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

 

 

Teknologi dan Infomasi 

(X1) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

Tarif Pajak (X3) 

Diskriminasi Pajak (X4) 

Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (Y) 
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Temuan (Fitriyanti et al., 2017) yang dikuatkan dengan penelitian (Ikshan et al., 2020) dan 

(Paramitha et al., 2020) memperlihatlan bahwasanya teknologi dan informasi pajak 

berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika tax evasion. Pemanfaatan 

teknologi modern dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi tindakan tax 

evasion. 

H1: Teknologi dan informasi pajak berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal 

etika tax evasion.  

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak. 

Sikap wajib pajak pada mutu layanan yang diberi petugas pajak berdampak pada 

kepatuhan yang sangat menetapkan penentuan keputusan wajib pajak pada saat pajak. Pada 

bidang perpajakan, sebagaimana pelayanan yang baik bisa mengatasi kejahatan 

penghindaran pajak, maka dapat dipahami menjadi layanan yang diberi oleh Administrasi 

Umum Pajak guna menunjang wajib pajak dalam membayar tanggungan perpajakannya. 

Sehingga, bila layanan perpajakan yang diberikan memuaskan maka kesadaran wajib pajak 

semakin kuat dan peluang terjadinya penghindaran pajak akan makin berkurang. 

Selanjutnya, semakin baik mutu staf pajak maka akan makin termotivasi pula mereka 

dalam membayarkan pajak. Hal tersebut sejalan terhadap riset yang dijalankan (Handayani 

dan Oktaviani, 2020) dan (Erawati dan Wibowo, 2023) yang menunjukkan bahwasanya 

ada dampak positif diantara kualitas pelayanan dengan perspektig wajib pajak pada etika 

tax evasion.  

H2: Kualitas pelayanan pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak perihal etika 

tax evasion. 

 

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan 

Pajak. 

Tarif pajak merupakan tarif yang wajib dibayar wajib pajak dalam memenuhi tanggungan 

pajaknya selaku warga negara. Saat tarif pajak yang ditentukan pemerintah begitu tinggi, 

pembayar pajak biasanya menjalankan penghindaran pajak. Sebab, pajak dipandang 

sebagai beban yang bisa menurunkan kinerja perekonomian wajib pajak. Sehingga, bila 

ada peluang penghindaran pajak maka wajib pajak akan memanfaatkan peluang tersebut. 

Gunakan itu untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Tingginya tarif pajak 

menambah beban wajib pajak hingga mengurangi pendapatannya. Satu diantara penyebab 

wajib pajak menjalankan penghindaran pajak ialah minimnya kemampuan  membayarkan 

pajak ataupun minimnya semangat kerja dan biaya kepatuhan yang wajib dibayarkan wajib 

pajak tinggi. Penyebab menurunnya keinginan membayar pajak ialah penentuan tarif pajak 

yang terlampau tinggi hingga membebani wajib pajak.Riset yang dijalankan (Rizal Saragih 

dan Rusdi, 2022) dan (Hidayat et al., 2021) dan (Tazkiyannida dan Hidayatulloh 2023) 

yang memaparkan tarif pajak dapat memicu terjadinya tax evasion. 

H3: Tarif Pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak perihal etika tax evasion. 

 

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak. 

Diskriminasi mungkin sebagai aspek yang berdampak pada perspektif WP pada etika 

penggelapan pajak. Hal tersebut lantaran ada perbedaan perlakuan pada orang atau 

kelompok tertentu.  
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Diskriminasi perpajakan timbul lantaran perlakuan yang berbeda terhadap wajib pajak 

orang pribadi atau adanya peraturan yang tidak masuk akal. Adanya diskriminasi yang 

terus berlanjut sebenarnya bisa berujung pada putusan yang menguatkan penghindaran 

pajak tersebut. Perpajakan yang pantas tidak membeda-bedakan kelompok, agama, suku, 

ataupun ras tertentu. Sebab segala peraturan harus dibentuk atas dasar keadilan supaya WP 

bisa mengikuti dan mematuhi pajak. Makin banyak wajib pajak merasa didiskriminasi, 

maka makin mereka memandang tindakan penggelapan lantaran diyakini hanya 

menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Hal tersebut ditunjang oleh riset (Ikshan 

et al., 2020) dan (Suryaputri & Aventi, 2019) yang memaparkan bahwasanya diskriminasi 

pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak pada etika tax evasion. 

H4: Diskriminasi Pajak Berdampak Positif Pada Perspektif Wajib Pajak Perihal Etika Tax 

Evasion.  

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Pengelompokan riset berikut tergolong pada studi kuantitatif yang tujuannya guna menguji 

beragam hipotesis yang dikaji. Populasi yang dipakai yakni semua wajib pajak 

perseorangan yang terdata di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu berjumlah 

197.688. Teknik penentuan sampel memakai Simple Random Sampling. Minimum jumlah 

sample pada riset berikut ialah 100 subyek (pembulatan) yang dicari memakai persamaan 

slovin.  

 

Riset berikut mempergunakan data primer, penghimpunan data primer memakai angket 

skala Likert. Data didapat melalui cara penyebaran kuisioner melalui media Goggle form. 

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependent (Perspektif Wajib Pajak Perihal Etika 

Penggelapan Pajak) dan variabel independent (kualitas pelayanan, teknologi dan informasi, 

tarif pajak, dan diskriminasi pajak). 

 

Teknik analisis data dalam riset berikut memakai uji realibilitas dan validitas, serta uji 

asumsi klasik (uji multikolonieritas, heteroskedasititas, normalitas) serta memakai analisis 

regresi berganda berbantuan aplikasi SPSS versi 18. Adapun rumus regresi berganda 

meliputi: 

 

Y = a + ß1 X1 + ß2 X2+ ß3 X3+ ß4 X4+e 

Dimana:  

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak. 

a = Bilangan konstanta 

ß1 = Koefisien regresi teknologi dan informasi perpajakan 

ß2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan pajak 

ß3 = Koefisien regresi tarif pajak 

ß4 = Koefisien regresi kemampuan finansial 

X1 = Teknologi dan informasi perpajakan 

X2 = Kualitas Pelayanan Pajak 

X3 = Tarif pajak   

X4 = Diskriminasi Pajak  

 e = error 
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Hipotesis ditolak atau diterima berlandaskan taraf signifikansi yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data. Bilamana taraf signifikansinya < 0,05 dengan begitu hipotesis diterima 

yang bermakna ada dampak variabel X pada variabel Y. Sementara bila taraf 

signifikansinya > 0,05 sehingga hipotesis ditolak yang bermakna tidak ada dampak 

variabel X pada variabel Y atau bisa pula dijalankan melalui perbandingan diantara t-

hitung dan t-tabel. 

 

 

PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dipakai guna menggambarkan kuantitas data pada riset berikut, 

mengungkapkan metrik utama seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi 

untuk setiap variabel. Hasil pengolahan data deskriptif tersebut diuraikan seperti berikut: 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 N Min. Max. Rata-rata. 
Std. 

Deviasi 

Teknologi dan informasi 100 7 28 17.96 5.01899 

Kualitas Pelayanan 100 13 30 22.39 3.95657 

Tarif Pajak 100 12 25 18.95 2.90028 

Diskriminasi Pajak 100 10 25 17.38 3.88933 

Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak 
100 7 34 24.43 5.53091 

 Sumber: Data diolah SPSS 18 (2023) 

 

Bersumber table diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis statistik deskriptif 

memaparkan bahwasanya tiap-tiap variabel dari 100 sampel bisa dianalisis sebagai berikut:  

Teknologi dan informasi  

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel teknologi dan informasi 

memiliki skor terendah senilai 7, skor tertinggi senilai 28, skor mean senilai 17,96, dan 

standard deviasinya senilai 5,01899. 

 

Kualitas Pelayanan 

Hasil analisis deskriptif diatas dipahami bahwasanya variabel kualitas pelayanan memiliki 

skor terendah senilai 13, skor tertinggi senilai 30, skor mean senilai 22,39, dan standard 

deviasinya senilai 3,95657. 

 

Tarif Pajak 

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel tarif pajak memiliki 

skor terendah senilai 12, skor tertinggi senilai 25, skor mean senilai 18,95, dan standard 

deviasinya senilai 2,90028. 

 

Diskriminasi Pajak 

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel diskriminasi pajak 

memiliki skor terendah senilai 7, skor tertinggi senilai 25, skor mean senilai 17,38, 

standard deviasinya senilai 3,88933. 
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Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak 

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel perspektif wajib pajak 

perihal etika tax evasion memiliki skor terendah senilai 13, skor tertinggi senilai 34, skor 

mean senilai 24,43, dan standard deviasinya senilai 5,53091. 

 

Hasil Pengujian Kualitas Data 

Hasil pengujian reliabilitas dan validitas kuisioner yang dipaparkan pada table meliputi. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item Pearson 

Corellation 

Valid/Tidak 

Valid 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Teknologi dan 

Informasi 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0.900 

0.957 

0.916 

0.902 

0.901 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0.951 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X2.6 

0.666 

0.741 

0.840 

0.858 

0.782 

0.805 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0.871 Reliabel 

Tarif Pajak (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0.445 

0.447 

0.768 

0.691 

0.740 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0.626 Reliabel 

Diskriminasi Pajak 

(X4) 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0.835 

0.833 

0.751 

0.728 

0.680 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0.819 Reliabel 

Persepsi Wajib 

Pajak Mengenai 

Etika Penggelapan 

Pajak (Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

0.749 

0.846 

0.891 

0.816 

0.672 

0.391 

0.549 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0.841 Reliabel 

 

Uji Validitas 

Uji validitas dijalankan guna memahami keakuratan peralatan ukur yang dipakai pada 

sebuah riset. Pengujian validitas dalam riset berikut dijalankan kepada 100 responden 

melalui perbandingan skor r-hitung dengan r-table yang dimana r-hitung > r-tabel sehingga 

dinyatakan valid. Nilai r-tabel dapat dipahami berdasarkan degree of freedom (df) = n-k, 

yang mana 100-2 atau df = 98 dimana alpha-nya 0,05 (5%) dan didaptkan skor r-tabel 

senilai 0,197. Seluruh item pernyataan pada penelitian ini memiliki r-hitung melebihi r-

tabel dengan nilai positif, hingga bisa disimpulkan bahwasanya seluruh butir 

pernyataannya valid. 
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Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas dalam tabel 4 menunjukan skor cronbach alpha dalam variabel 

independen teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, tarif pajak dan diskriminasi pajak 

serta variabel dependent perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak memiliki 

skor cronbach alpha > 0,60. Maknanya keempat variabel independent dan variabel 

dependent yang dipakai pada riset berikut dikatakan andal. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Adapun hasil uji normalitas mempergunakan instrumen uji Sampel K-S program SPSS 

versi 18. 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual Ket. 

Asymp.Sig. (2-tailed) 0.754c,d Normal 

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

 

Uji normalitas memakai instrumen uji satu sampel K-S melalui cara yakni memakai 

software SPSS versi 18. Untuk Asymp, parameter perolehan datanya bisa dikatakan 

normal bilamana skor Asymp.Sig > alpha (0,05). Memaparkan skor Asymp sesuai uji 

normalitas senilai 0,754 yakni di atas skor alpha maka bisa dinyatakan data riset 

berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Berikut merupakan hasil riset terbebas dari permasalahan multikolinearitas yaitu: 

 
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Teknologi dan Informasi .940 1.064 

Kualitas Pelayanan .622 1.606 

Tarif Pajak .505 1.980 

Diskriminasi Pajak .641 1.561 

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

  

Uji kedua memeriksa apakah terdapat multikolinearitas yang dapat ditentukan melalui 

memeriksa skor toleransi. Skor toleransi wajib melebihi 0,10 dan skor VIF  dibawah 10. 

Hasil berdasarkan uji yang dijalankan memaparkan bahwasanya semua variabel memiliki 

skor yang melewati pertanda multikolinearitas. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas ialah seperti berikut: 

 
Tabel 6. Hasil Uji Glejser 

Koefisien 

Model                 Sig. 

1 (Constant) .468 

Teknologi dan informasi .522 

Kualitas Pelayanan .548 

Tarif Pajak .512 

Diskriminasi Pajak .663 

a. Dependent Variable: Perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak 

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

 

Uji Glejser dijalankan memakai software SPSS Statistics versi 18, yang mana dinyatakan 

terbebas dari heteroskedastisitas bilamana taraf Sig. > alpha (0,05). Uji berikut diperoleh 

skor Sig. Teknologi dan Informasi (0,468), Kualitas Pelayanan (0,522), Tarif Pajak 

(0,512), serta Diskriminasi Pajak (0,663), yang berarti bahwa model regresi bebas 

heteroskedastisitas. 

 

Pengujian Hipotesis. 

Uji F 

Uji berikut bertujuan guna memahami apakah pemodelan regresi berada pada kelompok 

sesuai, dengan memahami bahwa nilai F-hitung harus melebihi F-tabel. Uji berikut 

dijalankan memakai software SPSS versi 18 diperoleh hasil meliputi. 

 
Tabel 7. Hasil Uji Statistik F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1145.032 4 286.258 14.438 .000b 

Residual 1883.478 95 19.826   

Total 3028.510 99    

 Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

 

Tabel 5 menjelaskan bahwa nilai uji F hitung statistik yaitu 14.438 > F tabel (2.310) dimana 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut memaparkan model regresi ini sesuai dan 

dapat ditarik kesimpulan variabel teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, diskriminasi 

pajak dan tarif pajak berdampak signifikan dan positif pada perspektif wajib pajak perihal 

etika penggelapan pajak dari hasil pengujian tersebut 

 

Analisis Regresi Berganda 

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menguji dampak secara parsial dari variabel 

independent pada dependent. Uji dijalankan memakai SPSS versi 18 dan didapatkan hasil 

meliputi. 
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Tabel 8.  Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Model  Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

  B Std.Error Beta   

1 (Constant) 12.488 3.367  3.709 .000 

 Teknologi informasi -.200 .091 -.182 -2.209 .030 

 Kualitas Pelayanan .170 .145 .121 3.773 .025 

 Tarif Pajak -.147 .236 -.077 -.621 .536 

 Diskriminasi Pajak .836 .162 .588 5.145 .000 

 Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

 

Bersumber tabel 4, didapatkan rumus regresi meliputi: 

 

Y=12,488 – 0,200 X1 + 0,170 X2 – 0,147 X3 + 0,836 X4 + e 

 

Uji berikut dijalankan guna mencermati apakah variabel independent secara individual bisa 

berdampak pada variabel dependent. Dalam kondisi berikut variabel X1 ialah teknologi 

dan informasi, X2 kualitas pelayanan, X3 tarif pajak, X4 diskriminasi pajak, dan Y 

persepsi wajib pajak perihal etika tax evasion. Hasil yang didapatkan merujuk pada tabel 5, 

dan dapat dianalisa sebagai berikut: 

 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel teknologi dan informasi 

senilai 0,030 yang bermakna < 0,05 dan skor t hitung > t tabel senilai -2,209 > 1,66105. Hal 

tersebut memaparkan bahwasanya H1 diterima dan H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan 

bahwasanya teknologi dan informasi berdampak dengan nilai negatif pada persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua  

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel kualitas pelayanan 

senilai 0,025 yang bermakna < 0,05 dan skor t hitung > t tabel senilai 3,773 > 1,66105. Hal 

tersebut memaparkan bahwasanya H2 diterima dan H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan 

bahwasanya kualitas pelayanan berdampak dengan nilai positif pada persepsi wajib pajak 

perihal etika penggelapan pajak. 

 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel tarif pajak senilai 0,536 

yang bermakna > 0,05 dan skor t hitung < t tabel senilai -0,621 < 1,66105. Hal tersebut 

memaparkan bahwasanya H3 ditolak H0 diterima, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya 

tarif pajak tidak mempunyai dampak pada persepsi wajib pajak perihal etika penggelapan 

pajak. 

 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel diskriminasi pajak 

senilai 0,000 yang bermakna < 0,05 dan skor t hitung > t tabel senilai 5.145 > 1,66105.  
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Hal tersebut memaparkan H4 diterima H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya 

diskriminasi pajak berdampak dengan nilai positif pada persepsi wajib pajak perihal etika 

penggelapan pajak. 

 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Tujuan dari uji berikut ialah guna mengetahui sebesar apakah dampak variabel 

independent ketika menjelaskan variabel independen. Dengan melihat adj. R
2
, jika 

mendekati nomor satu maka kontribusinya semakin besar. 

 
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R

2) 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .748a .560 .541 3.714 

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023) 

  

Melalui tabel tersebut didapatkan informasi bahwasanya skor adj.R
2 

senilai 0,541 yang 

bermakna keempat variabel independen mempunyai kontribusi untuk menerangkan 

variabel terikat dengan nilai sebesar 54,1%, sedangkan 45,9% dijelaskan di luar dari 

penelitian ini.  

 

PEMBAHASAN 

Teknologi dan Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak  

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis pertama pada riset berikut 

dinyatakan diterima, yang berarti kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi 

persepsi mengenai instalasi pajak. Interpretasi mengenai hal ini dapat ditemukan dalam 

teori planned behaviour sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi dan akses informasi, wajib pajak umumnya tidak cenderung 

melakukan penggelapan pajak jika aspek-aspek yang mendukung kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian teknologi saat ini sudah memberikan 

layanan pajak yang efisien dan efektif. Sebagian besar masyarakat merasa puas dengan 

modernisasi layanan perpajakan seperti e-registrasi dan e-SPT yang membantu 

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja perpajakan. Dengan adanya pemanfaatan 

tersebut, diharapkan penilaian wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak akan 

semakin buruk. Kesimpulan yang didapatkan didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan (Paoki et al., 2021), penelitian (Ikshan et al., 2020) dan (Paramitha et al., 2020), 

yang memaparkan bahwasanya penggunaan tek nologi dan informasi yang luas 

berkontribusi pada penurunan penilaian terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib 

pajak.  

 

Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. 

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis kedua pada riset berikut 

maknanya diterima, yang berarti ada dampak diantara kualitas pelayanan pada perspektif 

wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Dikaitkan dengan teori plan behavior dimana 

pengalaman dan persepsi terhadap layanan pajak bisa berdampak pada niat dan perilaku 

wajib pajak pada pemenuhan tanggungan pajaknya. Mutu pelayanan menjadi elemen 

krusial dalam layanan publik yang disuguhkan kepada masyarakat.  
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Mutu pelayanan mencerminkan standar keunggulan yang diharapkan untuk memenuhi 

preferensi wajib pajak. Melalui mutu layanan yang optimal, bisa terbentuk persepsi positif 

dari wajib pajak pada layanan yang diberikan. Dengan demikian wajib pajak akan 

membayar tanggungan pajaknya bila petugas pajak bisa memberi kinerja layanan yang 

baik yang baik dan sesuai kepada wajib pajak. Kesimpulan yang didapatkan sejalan dengan 

penelitian (Fitri et al., 2019), (Handayani dan Oktaviani, 2020), dan (Erawati & Wibowo, 

2023) bahwasanya makin baik mutu layanan yang diberi oleh aparat pajak pada wajib 

pajak, makin efektif wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. 

 

Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak 

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis ketiga pada riset berikut 

dinyatakan ditolak, yang menandakan bahwasanya tarif pajak tidak berdampak pada 

perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Jika tarif pajak tidak berdampak 

pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak, hal ini dapat dijelaskan 

melalui teori planned behavior yaitu perilaku seseorang terpengaruh atas niat, sikap, dan 

norma subjektif. Jika wajib pajak percaya bahwa penggelapan pajak tidak secara signifikan 

mempengaruhi beban pajaknya dan tidak bertentangan dengan norma sosial, maka tarif 

pajak yang rendah atau tinggi tidak akan memengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. 

Temuan berikut memaparkan bahwasanya subyek berpendapat keberadaan aspek tarif pada 

perpajakan tidak berdampak pada perspektif wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak 

dengan istilah lain, tinggi atau rendahnya tarif pajak, pengaruh kenaikan atau penurunan 

tingkat penghindaran pajak akan kecil. Wajib pajak umumnya tidak mau membayar pajak 

lantaran pembayaran pajak bisa memperkecil pendapatannya Sekalipun tarif pajak yang 

dikenai rendah, wajib pajak memilih untuk menghindari kewajiban pajak bila 

memungkinkan. Hal tersebut disebabkan wajib pajak memandang pajak sebagai beban 

yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi wajib pajak, hingga mereka cenderung 

memanfaatkan peluang itu guna menjalankan penggelapan pajak Hal tersebut memaparkan 

bahwasanya ukuran tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika 

penggelapan pajak di kalangan wajib pajak. Kesimpulan yang didapatkan searah dengan 

hasil yang diteliti oleh (Ervana, 2019), (Styarini & Nugrahani, 2020) dan (Rina Sejati et 

al., 2023) bahwasanya Tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal 

etika penggelapan pajak.  

 

Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan 

Pajak. 

Hasil riset memaparkan uji hipotesis keempat dalam riset berikut dikatakan diterima, Hal 

tersebut bermakna naiknya rasa terdiskriminasi wajib pajak akan menjadikan penilaian 

terhadap penggelapan pajak sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dalam konteks 

teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), persepsi diskriminasi pajak dapat 

mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Faktor-faktor seperti persepsi 

kontrol diri, norma subjektif, dan sikap terhadap tindakan penggelapan pajak dapat 

tercermin dalam keputusan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak 

adil, ini dapat mengubah sikap mereka terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan 

kemungkinan munculnya niat untuk melakukan penggelapan pajak sesuai dengan teori 

perilaku terencana. Mayoritas wajib pajak dalam studi ini berpendapat bahwa praktik 

diskriminatif masih terjadi.  
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Kesenjangan cara fiskus menangani wajib pajak menimbulkan persepsi tersebut. Petugas 

pajak harus mampu membantu wajib pajak dalam menghadapi permasalahan apa pun dan 

bertindak secara profesional. Akibatnya, jika mereka terus mengalami perlakuan tidak adil, 

mereka mungkin akan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal biasa terus 

menerus dilakukan. Pernyataan kesimpulan tersebut searah dengan hasil studi yang 

dilakukan(Ikshan et al., 2020), (Suryaputri & Averti, 2019), dan (Fitriyanti et al., 2017) 

yang menyatakan karena kuatnya tekanan diskriminasi, wajib pajak percaya bahwa 

tindakan penggelapan pajak dapat dibenarkan serta menilai bahwa wajar dilakukan. 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil dari riset berikut mengungkapkan bahwa variabel teknologi dan informasi, kualitas 

pelayanan, dan diskriminasi pajak berpengaruh parsial dengan variabel dependent yakni 

perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel tarif pajak 

tidak berpengaruh dengan variabel dependen. Variabel teknologi dan informasi 

menunjukkan adanya pengaruh negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika 

penggelapan pajak, artinya persepsi wajib pajak akan menurun seiring dengan 

meningkatnya variabel teknologi dan informasi. Variabel kualitas pelayanan dan 

diskriminasi pajak memperlihatkan adanya pengaruh positif pada persepsi wajib pajak 

pada penggelapan pajak. Bersamaan dengan meningkatnya kedua variabel independen 

tersebut, yaitu tingginya kualitas pelayanan dan diskriminasi pajak bisa meningkatkan 

asumsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak itu sendiri. Variabel tarif pajak tidak 

berpengaruh signifikan pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. 

Faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, transparansi dan edukasi perpajakan mungkin 

memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk pandangan wajib pajak terhadap etika 

penggelapan pajak. 

 

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu (1) khususnya dalam hal pengumpulan data; data 

yang diujikan ialah data yang dihimpun dari subyek lewat angket. Pemakaian data dari 

angket memiliki kelemahan yakni bias persepsi, atau perbedaan cara pandang masyarakat 

terhadap suatu hal, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol tanggapan yang diberikan 

responden. (2)  keterbatasan penelitian ini hanya mencakup data dari satu sampel KPP 

Pratama. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak, disarankan 

agar sampel diperluas. 
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